KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 117 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAN ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Menimbang

Mengingal

PADA PONDOK PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

L a

Bahwa dalam rangka meningkalkan aksesibddas pendicikan keselzraan pada
pondok pesantren salafiyah yang bermuly, periu memberikan kesempalan
masyarakal melalul organisasi berbadan hukum untuk  menyelenggarakan
pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesual standar nasional
pendidikan;

. bahwa pondok pesantren yang lecanlum dbawah ini lelah  memenuhi

persyaralan adminisirasi, teknis dan ketayakan yang kelah distapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud pada hurul a dan hund
b, pertu menelapkan Keputusan Menter Agama Republik Indonesia tentang
Pemterian lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetzraan pada
Pondok Pesantren Salafyah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran MNegare Republk Indones:a Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Neqara Republk Indoresta Nomaor 4301):

Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tshun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan |Lembaran Megara Republik Indonesla Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaron Negara Republie Indonesa Nomor 4496) sebagaimana
lolgh dwbsh dengan Peraluran Pemarintah Nomor 32 Tzhun 2013 lenlang
Perubahan Atas Peraturan Pemerinlah Momor 19 Tahun 2005 lenntang Slandar
Nasional Pendidikan {Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Repubkk Indonesia Nomar 5410);

Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2007 fenlang Pendifikan Agama dan
Penddikan Keagamaan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007
Nemor 124, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintzh No 47 Tahun 2008 lenlang Wajb Belajar (Lembaran
Negara Republk Indonesa Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesia Nomor 4€53),;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tenlang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Megara Republik Indonesla Tahun 2008 Momor 99, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4B864);

Peraturan Pemerntah Nomor 17 Tahun 2010 Tenlang Pengelofaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran hegara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tembahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5105



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

. KEPUTUSAN  KEPALA KANT
BENGKALIS TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA

: Menelapkan Kepulusan Kep

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010
fentang Perubahan alas Peraluran Pemerintzh Nomor 17 Tahun 2010 lentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomer 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tenlang Standar Pelayanan Minimal,

8. Peraluran Presiden Nomor 24 Tahun 2010 entang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara sera Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kemenlerian Negara sebagaimana lelah beberapa kali diubah lerakhir dengan
Peraluran Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tenlang Perubahan ketjuh Alas
Periuran Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ientang kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kemenlerian Negara sera Susunan Organisasi Tugas dan Fungsl Eselon |

Kemenlerian Negara;

Instruksi Presiden Nomor § Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepalan

Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pembarantasan Bula Aksara,

10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 80 Tzhun 2013 lentang
Pendidikan Menengah Universal,

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tenlang Pendidikan Keagamaan
Islam;

12. Peraturan Menteria Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tala
Kerja Kemenlerian Agama,

13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor
A/UKBI2000 dan Nomor MA/BS/2000, lentang Pondok Pesantren Salafiyah
sebagal Pola Waiib Belajar 9 Tahun;

14. Keputusan Direklur Jenderal Pendidikan Nomor 1772 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pendldikan Keselaraan pada pondck Pesantren Salafiyah.

7.

: 1 Keputusan Direktur Jenderal tenlang Penelapan Nomor Statistk Pondok

Pesanlren Nomor 2941 tanggal 29 Mei tahun 2020;
2. Keputusan Direklur Jenderal tentang Penetapan Nomor Stalistik Pondok

Pesantren Nomor 4804 langgal 31 Agustus Lahun 2020;
3, Keputusan Direktur Jenderal lenlang Penetapan Nomor Stalistik Pondok

Pesantren Nomor 5761 tanggal 14 Oklober lahun 2020,
4. Keputusan Direklur Jenderal lentang Penetapan Nomor Statistik Pondok
Pesantren Nomor 5791 tanggal 15 Oklober tahun 2020

MEMUTUSKAN
OR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

PONDOK PESANTREN;
ala Kantor Kemenlerian Agama Kabupalen Bengkalis
ndidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah
alam Lampiran kepulusan ini sebagal bagian yang tak
ala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;

tentang Penyelenggaraan Pe
ini sebagaimana tercantum d
lerpisahkan dari kepulusan Kep

: Selelah jangka Wakiu 5 (ima) lahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan

pada Pendok Pesantren Salafiyah yang bersangkulan wajiby,
a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memual paling sedikit
vreneenenn-pETKEMbaAngan




petkembangan umlah peserla didik/santi, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan
pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemonuhan slandar
pendidik dan lenoga kependidikan; dan/alau

b. mengaukan pendaftaran visilas akredilasi kepada BAP PAUD-PNF sesual
kelentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan {ni mufal berfaku sejak ditatapkan.

~i\ | Difefapkandi  : Bengkalls
: © 02 Navember 2020

Tembusan ;
1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren og. Subdit Pendidikan Pesantren
2. Kanwil Kementerian Agama Provins! Riau
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